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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur 

kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran suatu daerah. Faktor pendorong 

pertumbuhan ekonomi seperti belanja pemerintah dan penerimaan pajak yang 

digunakan oleh sebuah daerah. Menurut Fatmawati (2015), Pengertian 

pertumbuhan ekonomi sendiri adalah peningkatan dalam jumlah barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam suatu periode waktu 

tertentu. Ini sering diukur dalam bentuk PDB (Produk Domestik Bruto), yang 

merupakan nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas 

wilayah suatu negara dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur 

sebagai persentase perubahan dalam PDB dari satu periode waktu ke periode 

waktu berikutnya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dianggap 

penting untuk meningkatkan taraf hidup, menciptakan lapangan kerja, dan 

mengurangi kemiskinan. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pengetahun 

mengenai pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemahaman tentang 

potensi dan kebutuhan daerah, pengembangan ekonomi lokal, terutama di tingkat 

Kota atau Kabupaten sangat penting untuk pelaksanaan pembangunan. Proses di 

mana pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat bekerja sama untuk 



6 
 

mengelola sumber daya yang tersedia, pertumbuhan ekonomi merupakan 

komponen penting dalam pembangunan sebuah daerah (Roffi, 2017).   

Menurut J. K. Dewi et al., (2018) selain pertumbuhan ekonomi menjadi 

komponen yang dapat membantu dalam pembangunan sebuah daerah 

pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan juga dapat menghasilkan 

banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat 

kemiskinan, dan meningkatkan fasilitas infrastruktur serta ekonomi yang baik. 

Pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut juga memungkinkan pemerintah untuk 

menggunakan sumber daya dengan baik untuk membangun infrastruktur seperti 

jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya.  

Menurut Putri et al., (2019)  infrastruktur yang lebih baik meningkatkan 

konektivitas dan daya saing kota dalam hal bisnis dan perdagangan serta 

kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan 

oleh Provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggi, seperti Provinsi Sumatera 

Selatan yang dihuni oleh 8.657.008 jiwa. berdasarkan Badan Pusat Statistik 

(BPS), dengan jumlah 8 ribu jiwa dan tersebar di 17 Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup seimbang dalam 

setiap tahunnya dan setiap kabupaten memiliki faktor pendorong yang dapat 

membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor pendorong seperti hasil alam 

yaitu batubara, minyak dan gas bumi, timah, bijih besi.   

Kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan seimbang dalam 

2 tahun terakhir, karena mengalami kenaikan positif seperti tahun 2022 yang 
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mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai Rp. 433.000 triliun lebih meningkat 

dari tahun 2021 yang hanya Rp. 404.000 triliun sekitar 7,18 persen. Hal ini juga 

didukung oleh penambahan jumlah lapangan usaha yang dibuka pada tahun 

tersebut, dimana pada tahun 2022 terdapat penambahan jumlah lapangan usaha 

mencapai 15 lapangan usaha, sedangkan kontraksi dua bidang bisnis utama 

mengalami pertumbuhan yang signifikan (Noegraha et al., 2023). Tahun 2023 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan naik lagi mencapai Rp. 

465.000 triliun atau sekitar 7,41 persen. 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2013 – 2023. 

 

Berdasarkan Gambar 1.1, pertumbuhan ekonomi di setiap Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Selatan dalam 10 tahun terakhir ini mengalami fluktuatif. 

Dalam setiap tahun ada beberapa kabupaten yang mengalami kenaikan setiap 

tahunnya, namun ada juga kabupaten yang naik turun. Seperti kabupaten muara 
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enim yang mengalami kenaikan dan penurunan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Muara Enim mengalami tren positif dari tahun 2013 hingga 2019 hal ini 

dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan yang ada di 

Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Muara Enim 

mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 dan di tahun 2021 mulai 

bergerak naik hingga 3,52 persen lebih tinggi daripada tahun 2020 yang hanya -

2,05 persen, hingga di tahun 2023 pertumbuhan ekonominya terus naik hingga 

5,31 persen.  

Selain Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang juga mengalami hal yang 

sama, tren positif terjadi dari tahun 2013 sampai 2019 dikarenakan banyak faktor 

seperti sektor perdagangan, industri pengolahan serta pembangunan yang lebih 

maju. Pada tahun 2020 juga mengalami tren negatif yang dimana pertumbuhan 

ekonominya hanya -1,91 persen. Kemudian di tahun 2021 ekonomi Kota 

Palembang baru pulih mencapai 3,40 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi di 

setiap Kabupaten/kota sangat turun drastis namun cepat dipulihkan yang mana hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al., (2021) yang 

menyatakan bahwa rata – rata pemulihan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan 

karena peningkatan dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada di 

Provinsi Sumatera Selatan terlebih lagi di Kota Palembang.  

Pertumbuhan ekonomi selain memiliki faktor pendorong berdasarkan 

sumber daya alam dan manusia, memiliki faktor pendorong lain seperti investasi 

infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan sumber daya manusia 

dan peningkatan layanan publik. Program – program tersebut menggunakan 
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belanja modal dan belanja daerah untuk menjalankannya sehingga belanja modal 

dan belanja daerah menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi (Aldi et al., 

2023). Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) belanja 

modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan atau memperbarui 

aset-aset fisik yang berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi 

organisasi atau entitas yang bersangkutan. Aset-aset ini bisa berupa peralatan, 

mesin, bangunan, infrastruktur, atau investasi dalam teknologi baru yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional atau menghasilkan produk 

atau layanan baru.  

Menurut Waryanto, (2017) tujuan dari belanja modal adalah untuk 

memperoleh atau memperbarui aset-aset yang berpotensi memberikan manfaat 

jangka panjang bagi organisasi atau entitas yang bersangkutan. Beberapa tujuan 

utama dari belanja modal antara lain: 

1. Meningkatkan Produktivitas: Investasi dalam aset modal seperti peralatan, 

mesin, atau teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi operasional dan 

produktivitas perusahaan. Dengan memiliki fasilitas dan peralatan yang lebih 

modern dan efisien, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak barang atau 

layanan dengan biaya yang lebih rendah sehingga pertumbuhan ekonomi lebih 

cepat.  

2. Meningkatkan Kualitas Produk atau Layanan: Belanja modal dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah 

organisasi. 
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3. Memperluas Kapasitas Produksi: Salah satu tujuan belanja modal adalah untuk 

memperluas kapasitas produksi sehingga perusahaan dapat memenuhi 

permintaan yang meningkat dari pasar. Investasi dalam infrastruktur dan 

fasilitas baru dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan output mereka 

dan mengakomodasi pertumbuhan bisnis yang lebih lanjut. 

4. Meningkatkan Daya Saing: Dengan menginvestasikan dalam aset modal yang 

relevan dan inovatif, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di 

pasar. Ini dapat meliputi investasi dalam teknologi baru, pelatihan karyawan, 

atau peningkatan proses operasional untuk menciptakan keunggulan 

kompetitif. 

5. Mengurangi Biaya dan Meningkatkan Efisiensi: Belanja modal juga dapat 

dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi biaya operasional jangka panjang 

dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, investasi dalam mesin-mesin 

otomatisasi atau pembaruan infrastruktur dapat mengurangi biaya tenaga kerja 

atau biaya pemeliharaan dalam jangka panjang. 

6. Memenuhi Peraturan atau Standar: Beberapa investasi dalam belanja modal 

mungkin juga dilakukan untuk memenuhi peraturan atau standar tertentu yang 

ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur. 

Dengan demikian, belanja modal merupakan bagian penting dari strategi 

pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang bagi organisasi atau entitas yang 

melakukan investasi dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Aldi et al., 

(2023) yang menyatakan bahwa belanja modal dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi.   



11 
 

 

S

u

m

b

e

r

:

 

D

i

r

e

k

t

o

rat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Gambar 1.2 Data Belanja Modal Kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2013 – 2023. 

 

Menurut Gambar 1.2 yang datanya diperoleh dari DJPK, tingginya 

anggaran belanja modal yang digunakan oleh setiap daerah itu berbeda, jumlah 

anggaran belanja modal dalam 1 tahun terakhir yang paling tinggi adalah Kota 

Palembang. Penggunaan belanja modal banyak digunakan oleh Kota Palembang 

untuk kebutuhan infrastruktur kota dan pembangunan Kota Palembang (Astuti et 

al., 2023). Tahun 2023 jumlah penggunaan anggaran untuk belanja modal Kota 

Palembang sangat tinggi mencapai Rp. 1,2 triliun atau mencapai 41,49 persen, 

karena sedang banyaknya Pembangunan infrastruktur di Kota Palembang. 

Sedangkan Kabupaten dengan jumlah anggaran belanja modal paling rendah 

adalah Kota Pagaralam dengan jumlah Rp.243 miliar atau hanya 30,93 persen 

karena walaupun Kota wisata Kota Pagaralam masih sedikitnya pemerataan 

pembangunan yang ada.   
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 Setiap tahun jumlah anggaran belanja modal berbeda – beda, dilihat dari 

jumlah pertumbuhan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap jumlah anggaran 

belanja modal yang dikeluarkan, dimana hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yunus, (2019), menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh 

positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dari grafik di atas 

jumlah anggaran belanja modal Provinsi Sumatera Selatan lebih tinggi dari jumlah 

pertumbuhan ekonominya, sehingga hal ini yang akan dijadikan bahan acuan 

untuk penelitian.  

Terdapat pengaruh lain dalam pertumbuhan ekonomi selain belanja modal 

yaitu Pajak, dalam penerimaan pajak juga terdapat komponen lain seperti 

pendapatan Non Pajak dan retribusi daerah. Pajak adalah pembayaran yang wajib 

yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas 

lainnya. Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pajak adalah kewajiban 

yang harus dipenuhi, meskipun individu, perusahaan, atau entitas lain yang 

dikenai pajak tidak memiliki pilihan untuk memilih untuk membayar atau tidak. 

Tujuan dari pungutan pajak ini adalah untuk mendapatkan uang yang akan 

digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Menurut J. K. 

Dewi et al., (2018) pajak sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah, 

diarahkan untuk mendukung pembiayaan program, proyek, dan layanan yang 

esensial dalam pengelolaan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Menurut Wibowo et al., (2021) dalam berbagai negara, pajak umumnya 

diatur oleh hukum pajak yang mengatur jenis pajak, tarif pajak, ketentuan 

pengumpulan, serta kewajiban dan hak wajib pajak. Ada beberapa jenis pajak 
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yang umumnya digunakan, termasuk pajak penghasilan (seperti pajak pendapatan 

pribadi dan pajak perusahaan), pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (PPN), 

pajak properti (yang berhubungan dengan kepemilikan properti), pajak warisan, 

dan sebagainya. Tujuan utama dari pengenaan pajak adalah untuk mengumpulkan 

dana yang dapat digunakan untuk membiayai layanan publik, proyek 

infrastruktur, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program 

pemerintah lainnya.  

Menurut Nooraini et al., (2018) Pajak dapat digunakan sebagai alat 

kebijakan untuk mengontrol ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan 

mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Pajak dapat dinaikkan dan 

diturunkan untuk mendorong atau menghalangi investasi, konsumsi, dan 

tabungan. kemudian Mahasinul, (2022) menyatakan, keseimbangan antara 

kebijakan perpajakan memungkinkan pembiayaan pemerintah yang efisien dan 

kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor swasta dan ekonomi secara 

keseluruhan, karena pajak yang tidak proporsional atau beban pajak yang terlalu 

tinggi pada sektor tertentu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Penting 

bagi pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola pajak, karena pajak elemen 

penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Kabupaten/Kota. Sangat penting 

memahami hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi karena pajak 

berperan dalam membiayai berbagai kebijakan pemerintah, seperti infrastruktur, 

pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan publik lainnya, pajak memiliki 

pengaruh yang positif untuk pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Sihaloho, 2020).  
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Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Gambar 1.3 Data Pajak Daerah Kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2013 – 2023. 

 

Menurut Gambar 1.3, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK), dalam 10 tahun terakhir penerimaan pajak di 

Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuatif dalam setiap tahunnya. Pajak 

daerah mulai turun dari tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19, kemudian 

di tahun 2022 sudah mulai naik. Kota dengan penerimaan pajak paling tinggi ialah 

Kota Palembang di tahun 2023 mencapai Rp. 874 miliar atau 79,57 persen. hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk yang lebih tinggi dan 

juga jumlah pembangunan yang lebih merata, sehingga jumlah penerimaan pajak 

kepada pemerintah lebih tinggi dan stabil.  

Penerimaan pajak yang tinggi masih berpengaruh terhadap jumlah 

pertumbuhan ekonomi, namun berpengaruh secara signifikan negatif hal ini 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho, (2020), namun dilihat dari 
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grafik di atas saat jumlah penerimaan pajak naik maka jumlah pertumbuhan 

ekonomi juga naik, sebaliknya jika jumlah penerimaan pajak turun maka jumlah 

pertumbuhan ekonomi juga turun hal ini yang membuat penelitian ini akan 

dilakukan.  

Komponen pajak lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

lainnya adalah retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan atau pembayaran 

yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu, perusahaan, atau entitas 

lainnya atas penggunaan atau penerimaan manfaat langsung dari pelayanan atau 

fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pungutan ini bertujuan untuk 

membiayai penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pelayanan publik, dan 

fasilitas umum lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tujuan utama dari 

retribusi daerah adalah untuk membiayai penyediaan layanan publik, 

pemeliharaan infrastruktur, dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah 

daerah. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari penerapan retribusi daerah:  

1. Pembiayaan Layanan Publik: Retribusi daerah digunakan untuk membiayai 

penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, kebersihan, 

transportasi, dan lain sebagainya. Pendapatan dari retribusi membantu 

pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan 

publik yang berkualitas. 

2. Pemeliharaan Infrastruktur: Retribusi daerah juga digunakan untuk 

membiayai pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan infrastruktur publik 

seperti jalan, jembatan, taman, lapangan, pasar, dan fasilitas umum lainnya. 
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Dana dari retribusi membantu memastikan bahwa infrastruktur tersebut tetap 

berfungsi dengan baik dan aman bagi masyarakat. 

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Dengan mengenakan retribusi, pemerintah 

daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan kepada 

masyarakat. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk meningkatkan 

standar pelayanan, memperluas cakupan layanan, atau meningkatkan efisiensi 

operasional. 

4. Penyediaan Layanan Tambahan: Retribusi daerah dapat digunakan untuk 

menyediakan layanan tambahan atau pilihan kepada masyarakat yang 

memerlukan, seperti layanan eksklusif atau premium yang memerlukan biaya 

tambahan. 

5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Pengumpulan retribusi daerah juga dapat 

digunakan untuk memperkuat ekonomi lokal dengan memberikan 

kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam penyediaan 

layanan atau pengelolaan fasilitas umum yang dibiayai oleh retribusi. 

6. Regulasi dan Pengendalian: Retribusi daerah dapat digunakan sebagai alat 

pengendalian atau regulasi terhadap penggunaan fasilitas atau pelayanan 

tertentu. Dengan memasang tarif atau biaya tertentu, pemerintah daerah dapat 

mengatur penggunaan dan akses masyarakat terhadap fasilitas tersebut. 

7. Pembiayaan Mandiri: Dengan memungut retribusi, pemerintah daerah dapat 

meningkatkan kemampuannya untuk mandiri secara finansial dan tidak 

terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber 

pendapatan lainnya. 
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Tujuan utama dari retribusi daerah adalah untuk memastikan pembiayaan 

yang memadai bagi penyediaan layanan publik dan pemeliharaan fasilitas umum 

yang dibutuhkan oleh masyarakat, sambil memastikan adanya pengaturan yang 

adil dan berkelanjutan dalam penggunaan dan akses terhadap fasilitas dan layanan 

tersebut dimana dengan penyediaan layanan publik yang baik maka tercermin 

juga pertumbuhan ekonomi yang baik dari sebuah wilayah.  

 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Gambar 1.4 Data Retribusi Daerah Kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2013 – 2023. 

 

Berdasarkan Gambar 1.4 yang bersumber dari DJPK, terdapat beberapa 

daerah Kabupaten/Kota yang menerima jumlah pungutan retribusi paling tinggi, 

seperti di Kabupaten Musi Rawas setiap tahunya mengalami kenaikan pungutan 

retribusi dan yang paling tinggi di tahun 2023 mencapai Rp. 34,678 miliar atau 

mencapai 12,23 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam 

membanyar retribusi daerah karena retribusi dapat mendorong peningkatan 
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pertumbuhan ekonomi dan membantu perekonomian masyarakat sekitar 

Kabupaten Musi Rawas.  

Di tahun 2023 jumlah penerimaan Retribusi daerah setiap Kabupaten/Kota 

stabil dalam setiap tahunya ada kenaikan yang terjadi, sedangkan jumlah 

pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif setiap tahunnya tidak sesuai dengan jumlah 

anggaran retribusi yang diterima sehingga akan dilakukan penelitan yang akan 

mengetahui bagaimana pengaruh retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Penelitian mengenai pengaruh belanja modal, pajak dan retribusi daerah 

sudah dilakukan sebelumnya namun secara terpisah seperti penelitian mengenai 

pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Rambe, (2020) yang 

melakukan penelitian di 3 provinsi di Sumatera, ditemukan hasil bahwa b pajak 

daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. penelitian 

lainnya mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Mononimbar et al., (2017) hasilnya 

menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan 

positif.  

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara belanja modal, pajak daerah dan retribusi daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan maka 

dilakukan penelitian berikut dengan judul “Pengaruh Belanja Modal, Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 
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Sumatera selatan tahun 2013 – 2023” Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menyusun 

kebijakan belanja modal dan penerimaan pajak daerah serta retribusi daerah yang 

tepat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh belanja modal, pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan pada tahun 2013 – 2023?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara 

belanja modal, pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Sumatera Selatan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman 

mengenai pengaruh antara belanja modal, pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang 

berarti secara langsung bagi para lembaga yang berkepentingan 

terkhususnya pemerintah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.  
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